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Pekan Ini Rapelan Upah PJLP Bakal Dibayarkan

¢ Diberikan ke 132 Ribu Pegawai

JAKARTA (Poskota) - Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI melalui Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
memastikan rapelan upah bagi Penye-
dia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)
sudah mulai dibayarkan secara ber-
tahap. Pembayaran bakal dilakukan
pada November ini setelah DKI har-
us mengajukan tambahan anggaran.

“BPKD melalui Suku Badan Pen-
gelolaan Keuangan (SBPK) di masing-
masing wilayah akan dengan senang
hati membantu percepatan pencari-
annya,” kata Kepala BPKD DKI Mi-
chael Rolandi dalam keterangan ter-
tulis, Minggu (12/11).

Michael menyebut, pelunasan ra-
pelan upah PJLP ini merupakan bentuk
komitmen pemerintah dalam memban-
lu kesejahteraan seluruh pegawainya.
la pun berharap seluruh rapelan upa-
ya PJLP itu bisa selesai pekan depan.

“Semoga pekan depan rapelan
PJLP di seluruh Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD) sudah selesai
dibayarkan, Kami di Pemprov DKI san-
gat berkomitmen memberikan kese-
jahteraan kepada para pegawai, ter-
masuk PJLP," sambungnya.

Michael menambahkab, peluna-
san upah PJLP baru bisa dilakukan
November ini lantaran Pemprov DKI
harus mengajukan tambahan angg-
aran Rp330 miliar dalam APBD Pe-
rubahan 2023,

Setelah anggaran tersebut diketok
oleh DPRD DKI, Pemprov DKI juga tak
bisa langsung mencairkan dana terse-
but. Anggaran tersebut baru bisa dic-
airkan setelah APBD Perubahan 2023
yang disepakati Pemprov DKI bersa-
ma DPRD DKI| disahkan oleh Kemen-
terian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tahapannya itu setelah persetu-

juan di paripurna, kita masih harus
ada evaluasi Kemendagri. Evaluasi
Kemendagri itu 15 hari. Jadi tahapan-
nya itu setelah persetujuan di paripur-
na. kita masih harus ada evaluasi Ke-
mendagri. Evaluasi Kemendagri itu
15 hari,” ujarnya.

Sebagai informasi, saat ini seban-
yak 132 ribu pegawai PJLP hanya
mendapat upah Rp4,6 juta. Nominal
itu memiliki selisih Rp300 ribu dari
UMP 2023 yang ditetapkan, sebesar
RP4.9juta.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakar-
ta juga sudah mendesak Pemprov
memberikan upah kepada Penyedia
Jasa Lainya Perorangan (PJLP) den-
gan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2023 sebesar Rp4 9 juta. Pasalnya,
hingga kini diketahui uang yang mer-
eka hanya menerima Rp4,6 juta per
bulannya. (*/ifn)



